tertentu p

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :
Ainun Nafisah, AMd Binti Musawi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
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H. A. Muh. Arsyad RT.001 RW. 001 No. 63 Kelurahan Bukit

Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare selanjutnya disebut

Lawan

1an di Jalan RTN Pondok Indah

Soreang Blok B No. 4 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang

Kota Parepare,, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

PERKARANYA

Aenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 Juli 2011

yang telah terdaftar di

yallg

e Nomor
241/Pdt.G/2011/PA Pare., tanggal 26 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Rahwa mnada tancoal 12
1. L pada tanggal 12

teroguoat
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melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti

berupa Buku Akta Nikah Nomor: 44/21/11/2005, tertar

-y

[

Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama

sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di makassar

R

cerino muncul nerselicithan dan nertenckaran van

,,,,, g muncul p pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
f A . 3. 2l .
penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

L

Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh

a. Teronoat tidak danat membheri nafkah gecara lavak kenada
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tahun 2009.

b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei

2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan

dan tergugat tidak ada
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Berdasarkan alasan/dalii-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Parepare cg majelis hakim vang memeriksa dan s

ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
Primer:

1. Meneshulkan encatan nenconoa
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2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat

[PS]

Bahwa n

1ah
pada har angan vang telah ditetapkan

menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah I
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1anggilnya secara resmi dan patut;
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ketidakhadiran teronoat maielic halim tetap me Nnooon
dakhadiran tergugat majelis hakim enasihati penggugat agar

kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh
pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa gelanjutn

va dibacakan
va dibacakan

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun

tidak hadir di persidang

Bahwa untuk menguatkan

mengajukan alat bukti surat berupa :

e Fotok ?1 Buku Akta Nikah Nomor: A44/21/T1/20

IJUnU 3G DvaAGil INULLEIUE . S
2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kot
Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

bermaterai cukup (kode P);

bermater ku de P);
Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2

(dua) orang saksi sebagai berikut :

Dih

adapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bahwa penggugat adalah teman saksi sejak SMA sedangkan tergugat adalah

uami pengengat bernama Syahrir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian;

Bahwa sekarano nencon
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satu tahun lalu karena pertengkaran;

Pelipmuaar Ul CIEUEGY

nenoonoat dan feronoat
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penggugat oleh tergugat;

2. Andi Anggraeni binti Andi Mattajawi , umur 19 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah membe
ersigangan sag sebut telah membe

i/ alapall St iegr Uul oiail 20000

ikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi bersepupu dengan penggugat dan tergugat adalah suami

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian

kemudian nernah ting

oa
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Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
satu tahun lalu karena pertengkaran;

Bohwa woikel £dole memsh woes
Bahwa saksi tidak pernsh secara

penggugat dan tergugat namun saksi p

Bahwa

a aal tereehut terougoat tidalk nernah laoi
pu B Let
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menemui penggugat untuk memberikan nafkah lahir maupun batin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan ba
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dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

disebabkan oleh halangan yang sah;

thwa dengan ketidakhadiran Terg
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dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7)

1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan fujuan

mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan,

sehingga ketidak hadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya

mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan

vang tertutup untuk umum, sesuai keteniua
yang tertut up unfuk umum, sesuar ketentuar
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Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta

it o g . c
bahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 20

jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi
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dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat
dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,

namimn Hq]qm Derxara peﬂ“e _Q_i;n‘! DDﬂ(T(“]ﬂﬂf fpf n '
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ebani pembuktian, mernjuk
kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi
Revisi tahun 2009 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan hakim dapat

memeriksa alat-alat bukti Pengeugat dan menjatubkan putusan atas perkaranya

neryaray <
Tiipgupal Gaii JAUIHGILURGL puiuosail % peiARGIGIY G,

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia
enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/

Permohonan Pengougal dan memeriksa alat-alat buksi P
putusan atas perkaranya *

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat

(dua) saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

ang, ]—\ah“m nleh ka
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alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan
pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

aan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 76 Undang Republik Indonesia

QA UNUAliET Ul 2 1 SLAayilan

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undan

aQ

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

dang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasa

Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang

dekat dari Penggugat atau Tergugat sebagai saksi di persidangan;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah

Saksl yahg leianl
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menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai
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s Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun
lalu sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah menemui
penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;
bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua tidak
al satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari
keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisthan secara
langsung antara penggugat dan tergugat namun majelis hakim telah berkesimpulan

rjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak

adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa

Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :“suami isiri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali

maka telah terbukti retak dan pecah dan 1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya
k bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempe
perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri terscbut sudah tidak

ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan

tidalk ada haranan laoi untuk kembali hidun rukun, hal ini gesnai denoan
T S S el e i e e BTl G S e I e - L
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaa

entang Pelak g-Undan Pf;_kawma..]g_ Paga
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Artinya :“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan : “dalam hal perceraian

tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan

B : " . . -
elah menmggalkan pthak lain. Yang perlu dilihat

1 yang teian m i
Y a 11 ECIAIZZAIKAN ang

adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide

Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

bahwa untuk memen

LW jisisidilniil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( | ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

haric leiri 1 Panit A i f
harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

tentano Peg lan -
fentang eradilan Agama yan

e B i g
cragil ang

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia

Y, nk‘:“'! I{P‘;} AQ ppnnnnnqg

) Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
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bulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat Syahrir bin Baco terhadap

A Md binti Musawi;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

g, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang d akan

316.000.- (tiga rat

Vo= LUgss fat

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 Masehi ber-

tenatan dencan fqnggg! 20 Zulkaidah 1422

wpalail GCIgall W&l

o h 1 K
Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sabunaen

naeni,

S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, SHI.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam

persidanoan vano
persidangan yang diny

s tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Mansur, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;
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Panitera Pengganti,

A

. Drs. H. Mansur, S.H.

Perincian

1. Pendaftaran 'R
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2. ATK : Rp. 50.000,-
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